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Abstraksi
Penelitian ini bedudul "Kemandegan Hak lnisiatif DPRD Kota Palangka Raya"
(Analisis tabun 20'04 - 2006). Adapun yang menjadi larar b€lakang dari penelitian ini
adalah s€menjak DPRD pertama terbentuk sampai sekamng DPRD Kota Palangka Raya
tidak pemah mengajukan bak inisiatif k€pada eksekutif, padahal hak inisiatif ini sangat
penting karena nelalui hak inisiatif ini DPRD dapat memp€rjuangkan aspnasi
masyarakat yang diwakilinya. Pada kenyataannya DPRD Kota Palangka Raya hanya
menunggu Ran€angan Peratwan Daerah dari €ksekutif, setDngga lidak berlebih.n jika
DPRD Kola Palangka Raya masih disebut sebagai "Tukang Stempel" arau "L€mbaga
Stempef ' dari keinginan ets€kutif.
Pcnelitian ini dilakuk n terhadap DPRD hasil pemilu talun 2004 dengan alasan
bahwa DPRD hsil pemilu tahlrn 2004 dipilih oleh masyarakat secara langsung sehingga
orang-orsng yang duduk pada lembaga DPRD ini sudah sesuai dengan keinginan
masyarakat, disanping itu juga anggota DPRD Kota Palangka Raya tahun 2004 adalah
mayoniassaqima,
Beranjak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalan
penelitian ini adalah seba9i berikut I l) Mengapa DPRD Kora Palangka Raya belum
dapat mengimpl€mentasikan hak inisiatilnya i d6n 2) Apa solusi ysng harus ditempuh
oleh DPRD Kota Palangka Raya agar dapat mengimplementasikan hak inisialit
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Jenis penel'tian yang digunakan adaldh normatif empiris, dalam hal ini penrlis
meneliti pemndang undangan danpcnerapannya dilapangan denganm€ngambil sumber
data dari bihan hukun primer sekunder dan tersier Teknik pengunpulan data adalah
deDgan wawancara, angket dan dokumentasi. Metode pendekatan yang dipakai adulah
penelirian hukumnormalifdengan mctodependekatao e rnes, yurjdis dan polilis.
Setelah dilakukan analisis akiirnya pennlis menemukan beberapa sebab sehingga
hak inisiatifDPRD Kota Palangka Rayamengalami kemandegan, yalIu kendaLa rnternal
dan kendala ekstemal. Kendrla inleroal, Yaitu : l) Pemah man anggoti DPRD Kota
Palangka Raya tentang Legal Drafting masih rendah, hal ini disebabkan oleh lem.rhnya
selekicalegolehparpoldant idakadakcsiapancaleguntukmenjadianggotaDPRD.2)
Tingkat dan btar b€lakang p€ndidikan. 3) Adanya anggola DPRD Kota Palangka Raya
yang rangkapjabatan. K€ndala ekstcrnal, yallu I l) Banyaknya Rancangan Peraturan
Daerah yang diajukan oleh ekekutifsehing$ anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak
termotivasi laSi untuk membuat Raperda.2) Eksckulifmempunyai parat yanS lengkap
sedangkan DPRD tidak mempunyai paral yang Iengkap.
A. Pendahuluan
l. LatarBelakang
Pada sistem pemcrintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat
merupakan unsur paling penting disamping unsur-unsur lajnnya, seperti :
sistem pemilihan umum, persamaan di depan hukum, kebebasan
mengeluarkan pendapat, kebebasan bersyarikat dan sebagainya. Setiap sistem
demokasi adalah ide bahwa warga Negara seharusnya terlibat dala hal
tertentu dibidang pembuatan keputusan mereka di lembaga pemasyarakatan.'
Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat ini diberi nama Dewan
Perwakilan Rakyat atau (DPR). Pengadaan DPR dimaksudkan untuk
memenuhi unsur negara demokrasi yang dimulai sejak abad ke 19. Dalan hal
ini Logeman berpendapat bahwa unsur Negara Republik Indonesia sudah
memenuhi legitimasi suatu Negara Demokrasi dalam sistem pemerintahan
Negara 
-berdasarkan UUD 1945, yaitu dcngan adanya Dewan Perwakilan
Rakyat.'
'DahlanThaib,DPRrdlatnststemKetataneaaraanlntlanesiu,Libeiy,Yolyakana,Edisi
l l ,2000,hal. l .
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Lembaga Perwakilan Rakyat ada yang terdiri dari satu kamar dan ada
juga dua kamar (6r'.caneral). Ada yang disebut parlemen atau legislatif dan
namanya pun bermacam-macam seperti ada yangmenyeb'ut Congress, House
ofcom ons, Diet, Knesset, Buneslag. Apapun sebutan dan namanya, nalnun
yang pokok adalah keberadaan Lembaga Pcrwakilan Rakyat merupakan hal
yang sangat essensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-
kepentingan rakyat, Lewat Lembaga Perwakilan Rakaat inilah aspirasirakyat
ditampung kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijakan umum yang
sesuai dengan aspirasi rakyat.'
Para pakar ilmu politik yakin bahwa sistcm perwakilan merupakan
cara terbaik untuk membenfuk "Representave Government". Cara ini
menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses itu. Duduknya seseorang di
lembaga perwakilan, baik karena pengangkatan maupun melalui pemilihan
umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakili.
Ik-tim politik saat ini memang sudah lebihbaik dari masa-masa l mpau,
tetapi secam keseluruhan masih belum kondusif terhadap perkembangan
mekanisme demokrasi yang diharapkan. Masih ada kecenderungan
menampilkan sikap menang-menangan, pada semantara pihak pemegang
kekuasaan masih adanya sikap hanya nrengabdi pada kekuasaan pejabat-
pejabat p€laksana Negara, budaya ewuh pakewuh yang mengaburkan
kemampuan berfikir jemih, obyektif dan progresif. Semua itu berbaur ke
dalam system dan oltprtnya adalah iklim politik yang tidak menguntungkan
brgi berkembangnya mekanisme politik yang mendorcng semua komponen
berfu ngsi dengan baik termasuk DPR.
Akibatnya akhir-akhir ini pers, mahasiswa dan masyarakat sering
menyoroti dan menilai kedudukan, fungsi dan tugas DPR hanya sebaga
' Pendapat Logemnn dilutifdariA. Hamid S. Att^mimi, Peranan Ketutusan Prcsiden N
lulan PenyelenAga.aan Penenntuhan Negaru, Desertasi pada Fak. Hukum lJI. Jakana,
| 990, hal. | 09
'DthlnThalb.DPRdalanSistenKetatanegaruanhdonesia,Llbefty,Yog!^kana,EdisiII,
2000,hal.1
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"Tukang Stempel" atau "Lembaga Stempel" atas keinginan kehendak politik
pernerintab atau pihak eksekutill Scpintas lalu, bagi mereka yang kurang
mengertidan memiliki data, pengalaman serta pengetahuan tentang cara kerja
DPRsecaralengkap,pcnilaianiniscakan-akanbenar.
Kalau ditelusuri pada undang-undang, sebenamya ada beberapa
ketentuan yang mengatur tentang hak inisiatif, sepcrti pada UUD 1945
terdapat pada pasal 2l (l) yaitu "Anggota DPR berhak mengajukan usul
rancangan undang-undang". Sedangkan secara khusus mengenai hak inisiatif
DPRD diatur dalam l) UU No. 22 tahun 2003 pasal 80, 2) PP No. 25 Tahun
2004pasal28,3)1ruN0.32 Tahun2004 pasal 44 ( 1) dan secara khusus untuk
DPRD Kota  Pa langka  Raya  d ia tu r  da lam Ta ta  Ter t ib
No. I 88.4.43lI 6/DPRD/2005 Pasal 28.
Selama ini pelaksanaan hak-hak DPRD sebagaimana y ng ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan, terasa belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan. Dalam pen),usunan Rancangan Peraturan Daerah (RPD), DPRD
dikatakan masih banyak tergantung kepada eksekuti| hal mana menunjukkan
bahwa hak inisiatif belum dapat diimplementasikan, demikian juga dengan
DPRD Kota Palangka Raya.
Berdasarkan pcngamatan penulis saat mengadakan observasi ada
beberapa faktor yang menyebabkan DPRD Kota Palangka Raya belum dapat
mengimplementasikan hak inisiatifnya, bahkan hak ini belum dapat
direalisasikan sejak berdirinya kota Palangka Raya, faktor tersebut ada yang
berupa faktor intemal danjuga berupa l'aktoreksternal.
Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk
menelitinya, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memecahkan
masalah sehingga DPRD Kota Palangka Raya tidak lagi dianggap sebagai
"Tukang Stempel" atau yang lebih tragis oleh politikus Riswanda Imawan
dikenaldengan istilah 5D, yakni datang, daftar, duduk, diam, duit,'
' Riswanda lmawan dalam bunga nmpai. rPR dan Fun4si Legislatddatam sitten Potitik
/rdrrerid, EditorMiriam Budiddjo dan lberahim Ambong, RajawaliPress, Jakana, l99l
hal. l3.
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2. RumusanMasalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
I. Mengapa DPRD Kota Palangka Raya belum dapat mengimplementasikan
hak inisiatifnya?
2. Bagaimana solusi yang harus ditempuh oleh DPRD Kota Palangka Raya
agar dapat mengimplementasikan hak inisiatifnya?
3. Ttrj uan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
l. Untuk mengetahui mengapa DPRD Kota Palangka Raya belum dapat
mengimplementasikan hak inisiatifu ya?
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang harus ditempuh oleh DPRD
Kota Palangka Raya agar dapat mengimplementasikan hak inisiatifnya?
4. KerangkaTeori
Pada dasamya gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu
penyeleflggaraan Negara dilatarbelakangi oleh teori mengenai demokasi.
Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau
berpartisipasi d dalam proses penenruan kebijaksanaan.5
Dalam perkembangan kehidupan penyelenggaraan Negara pada
dewasa ini, perwujudar keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan
kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui sistem per,vakilan. Maksudnya
adalah rakyat menunjuk wakil-wakilnya di dalam pemerintahan. Praktek
kehidupan pemerintahan seperti ini sering diistilahtan demokasi dengan
sistem perwakilan.o
ArbiSanit, Pe^,akilan Politik Indonesia, RajawaliPress, Jakana, I 985, hal.203.
Joniarro,DenokrasidanSistenPene nt.than Negara, BinaAlsara, Jakarta, I982, hat.22.
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Dalam tradisi masyarakat lndonesia, konsep sistem perwakilan atau
badan penvakilan sebenamya dipraktekkan, klususnya dalam tradisi
masyarakat desa. Hal ini tercennin dcngan adanya sistem rembug desa dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rembug desa dapat disamakan dengan sebuah badan perwakilan.
Bedanya dalam rcmbug desa tidak terdapat pembagian komisi, fraksi dan
keanggotaannya tidak melalui proses pcmilu- Rembug desa merupakan sebuah
forum musyawarah bagi masyarakat dgsa yang keanggotaannya terdiri atas
orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh
oemuda.
Untuk dapat memahami bagaimana model Perwakilan Rakyat di
lndonesia, maka haruslah mempergunakan pendekatan dari sudut pandang
UUD 1945. Sehingga dengan pendekatan tenebut kita tidak bennimpi untuk
berharap agar lembaga perwakilan di Indonesia yang bemama DPR sama
seperti di Barat. Lalu bagaimana sebenamya Lembaga Perwakilan Rakyat di
lndonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka secara teoritik kita perlu
melihat bagaimanaUUD 1945 merumuskannya.
Perwakilan secara hakiki adalah orang yang berdiri dan berbicara
untuk orang lair. Dengan demikian, jikalau anggota legislatif tidak bebas
berbicam, kapasitas mereka untuk mewakili kebutuhan dan pandangan
konstituen akan begitu saja diremehkan.
Perwakilan adalah salah satu dari konsep-konsep terpenting dalam
itmu politik dan pemerintahan. Menurut Bums sebagaimafla dikutip oleh
Napitupulu, memberikan empat batasan yang membantu pemahaman tentang
perwakilan.' Perlama, penrakilan formal (formal rcpresentalion) adalah
kekuasaan untuk bertindak atas nama orang lain yang diperoleh melalui proses
kelembagaan tau pengaturan seperti pemilihan yang bebas dan terbuka.
Kedua, perwakllan deskriptif atau derJi,ogr^fr (descriptive or
demographic represetltation) adalah seberapa besar seorang wakil
' Paimin Napitupulu, Peranon Pertanggungjawaban DPR, Kajidn di DPRD Pmpinsl DKI
Jri@rd, Alumni, Bandung,2005,hal.266.
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menceminkan masyarakat. Menurut pemakaian istilah ini, sebuah badan
legislatif perwakilan seharusnya menjadi gambaran yang tepat, dalam
miniatur dari masyarakat.
Keliga, perwakilan simbolis, adalah sebempa besar badaD legislatif
dapat dipercaya dan sebagai salah satu dari milik mereka sendiri oleh daerah
pemilihan asalnya- Keelrpdt, perwakilan substantif adalah kepekaan anggota
legislatif terhadap konstituen. Apakah kebijakan dal1 pandangan anggota
legislalif sesuai dengan kehendak dan konsriruen.
Perwakilan adalah dasar dari konseo teori demokrasi. Masvarakat
demokatis menyerahlM kebebasan pribadi mereka kepada pem;rinralr.
Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, partisipasi terjadimelalui proses
p€rwakilan. Kebanyakan orang yang diwakili oleh anggota DPR-/DPRD yang
peke.Jaannya adalah mengatikulasikan keprihatinan mereka dan melindungi
kepentingan mereka ketika kebijakan public dibuat.
5. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yaitu dengan cara
mempelajari perundang-undangan kemudian membandingkan dengan
kenyataan yang ada di lapangan. Sumbe. data didapat dari bahan hukum
p met bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
Subyek penelitian adalah DPRD Kota Palangka Raya yang beralamat
di JI. Tjilik fuwut KM. 5,5 dan yang menjadi subyek penelitian adalah hak
inisiatifDPRD Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data adalah melalui
wawancara, angket dan dokumentasi, sedangkan pendekatan yang digumkan
dalam penelitian ini adalahpendekatan secarateoritis, pridis danpolitis.
B. Lembaga Perwakilan di Indonesia
Menurut Miriam Budiardjo' Perwakilan (representation) adalah
konsep bahwa negan atau suafu kelompok mempunyai kemampuan atau
"MirianBudiardjo,dsar-DasatllnuPolitik,PT.cramediaPustakaUrama,Jakarta.cet.
27Tahun2005.hal .  l7s.
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kewajiban uotuli bicara dan b€rtindak atas nama suatu kelomlrok yang lebih
b€sar. Dewasa ini atggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya
mewakili rakyat melalui panai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang
beNifat politik /portt:ca I represenration) .
Kalau diikuti secara seksama pasal-pasal yang menganr DpR dalam
UUD 1945, dapat dikatakan DPR mempunyai tugas yang sa[gat penting dalam
kehidupan ketatanegaraan I donesia. Tugas itu secara garis besar dapat dibagi
menjadi 3, yaitu fungsi legislatif (legislative function), fr)rgsi pengawasan(co n l,o I I i n g fu n c tion) dan fu ngsi budged ata\! anqgar3;r' Au d ge t i n g fu nct i on ).
UUD I 945 yang menganut ajaran teori kedaulatan rakyat dengan dasar
darl bentuk Degaia kerakyatan, menginginkao adalya Dewan perwakilao
RakyEt, walatputr Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, akan tetapi
DPR mempunyai keku.saan untuk senantiasa mengontrol atau mengawasi
tindakan-thdakan presiden.
Kekuasaan DPR untuk mengontrol dan mengawasi jalannya
pemerintahan diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat (l), yang berbunyi
sebagai berikut i "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legisiasi, fungii
anggarar\ dan fimgsi pengawasan". Sedangkan Pasal 28 berbunyi sebagai
berikut: "Arggota DPR mempunyai hak mengajukan rancangan uodang-
undang".
Dalam kaitannya dengan fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat
tertait pula di dalannya mengenai fungsi legislatif. Menurut teori
ketatsnegaraan I donesia frmgsi membuat undang-undang yaDg lazim disebut
fungsi legislatif dilaksanakan benama-sarna oleh Presid€n dan DpR. Untuk
menghasilkan suatu perundang-undargan tersebut, maka firngsi legislatif(mengajukan usul RULD dan fungsi amandemen (membahas dan membah
Rlru) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.
Ketentuan di atas dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (l) UUD 1945
yang berbunyi : "Presiden berhak mengajukatr rancangan undang-undang
" UUD 1945 Pasal2oA
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kepada Dewan Perwakilan Rakyat", scdangkan pada Pasal 2l ayat (l)
berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul
rancangan undang-undang".
Selain fuDgsi legislatif DPR juga berfungsi untuk mewakili rakyat,
menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Anggota DPR dipilih
oleh rakyat untuk mewakili rakyat dalam memperjuangkan dan membela
kepentingan rakyat, sehingga tidak berlebihan apabila mereka juga disebut
Badan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pcrwakilan Rakyat. Sesuai dengan
namanya, Dewan Perwakilan Rakyat bukan wakil partai, pemerintah atau
wakil dari suatu lembaga tertentu.
C. Lembaga Perwakilan di Daerah
Dengan lahimya IJU No.22 tahun 2003, keanggotaan DPRD
mcogalami perubahan, kalau pada UU sebclumnya nggota DPRD itu terdiri
(l) anggota partai politik pesena pemilihan umum yang dipilih berdasarkan
pemilihan umum, dan (2) anggota DPRD hasil pengangkatan dari TNI/Polri-
Anggota DPRD pada hasil pemilihan umum 2004 ini hanya anggota peserta
pernilu yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum, sedangkan anggotaDPRD
yang diangkar dari fNI/Polrit idakada l gr.
Mengenai susunan dan keanggotaan DPRD Kota,/Kabupaten pada Lru
No.22 tahud 2003 diatur secara rinci pada bab VI bagianpertama y itu Pasal68
sampai Pasal 72, Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis sajikan
mengenai pasal-pasal tersebut :
Pasal68: DPRD Kabupaten/Kota erdiri atas anggota partai politik
pesenapemilihanumum yangdipilihberdasarkanhasilpemilihanumum.
Pasal 68 sebagaimana disebutkan di atas mengatur tantang
keanggotaan DPRD hanya berasal dari anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilu, sedangkan
pengangkatan ggota DPRD yarg berasal dariTNl/Polri tidakada lagi.
Sedangkan mengenai jumlah anggota DPRD Kota-/Kabupaten adalah
sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya adalah empat
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puluh l ima orang, hal inidapat dil ihat pada Pasal 69, yaitu sebagaiberikut:r I
Pasal 69 (l) Anggota DPRD Kabupater/Kota berjumlah sekurang-
kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang.(2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan
keputusan Gubernur atas nama Presiden.
(3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di Kabupaten/Kota
yang bersangkutan.
Berdasarkan penjelasan UU No.22 Tahun 2003 ponentuan jumlah
anggota DPRD Kabupatcr/Kota untuk setiap ropinsi didasarkan padajurnlah
penduduk abupaten/kota y ng bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal
50 ayat (2) uU No.l2 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Untuk masa
jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota s madengan lama masajabatan DPR
yang lain yaitu selama lima tahun, kstentuan initerdapatpada Pasal70.
Selanjutnya menurut UU No.22 Tahun2003 inijuga dijelaskan bahwa
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 76 yang berbunyi : "DPRD
Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daemh Kabupaten/ Kota". "
Dengan demikian DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang
berkedudukan sama tinggi dengan Kepala Daerah. Kepala Dae.ah memimpin
bidang eksekutifdan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Selain sebagai
unsur pemerintah daerah, DPRD juga melaksanakan fungsi mengontrol
pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Daerah.
Dalam menjalankan fungsinya maka DPRD diberi hak-hak
sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 2003 maupunjuga yang diatur
dalam UU No.32 tahun 2004. Pada UU No.22 Tahun 2003 hak DPRD
Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 80. Adapun bunyi Pasal 79
'" Ibid.,Pzs l69.
'  UUNo.22Tahun200SientangSusdukMPR,DPR,DPD,DPRD,PasalT6.
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adalah sebagai berikut: '' DPRD mempunyai hak : a. interplasi, b. argket; dan c.
menyatakan peldapat.
Pasal 80 berbunl :" Anggota DPR.D meopunyai hak : a. mengajukan
rancaogan per&$ran daerah, b. mengajuka! p€rtanyasn, c. menyampaikan
usul dsn pcndapst, d. memilih dan dipilih, c. membela diri, f. imunitas, g.
protokoleri dan h. keuangaD dan administratif.
Kedudukan fungsi dan h8k-h8k yang melekrt pada DPRD, secara
formal telah menempatkan DPRD sebagai nstansi p€nting dalam mekatrisme
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur pemerintah daerah,
DPRD menjalankan tugas-tugas dibidang legislatil Sebagai badan
perwakil8n, DPRD be*ewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan
kesejahteraan rakyat
Kcdudukan ini bebatr kepada DPRD untuk memelihara keseimbangan
dan keserasian hubungan anta6 kepentingan pemerintah dengan kepentingan
rakyat yang di*,akilinya- Idealnya DPRD barus mampu t8mpil sebagai
penyalur aspirasi kcpada eksekutif dan mampu memelihara keselarasan
kepentingan kedua pihak.
Uffuk dapat menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/Kot , sesuai
dengan aturan dalam uU No.12 Tahun 20O3 te arg Pemilihan Umurn, pada
Pasal 60 dis€butkaD bahwa s€s€orang hsrus memeruhi persyarttan s€bagai
berikut:rl
Warga Negar. RI y8!g b€rumur 2l tahun 8tau lebih;
Bertakwa kepada TubanYarg Maha Esa;
Berdomisili di wilayah N€gara Kesatuso RI;
Cakap bsbicara, membaca, dan menulis dalam bahssa Indonesia;
Berpendidikan serendah-rcndabnya SLfAdao atau sedeEjat;
Setia kcpa& Pancasila s€bagai dasar Negar4 dao truD 1945, dan cita-cita




'' Libat UU No.22 Tshun 2003 Pasal 79.
'' 
,6rd, Passl 80.
'' Lihat UU No. | 2 Tahun 2m3 Prsal60.
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g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
tennasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung
dalam G.30 S/PKl atau organisasi terlaradg lainnya;
h. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah memperoleh kckuatan hukum tetap;
i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidanayang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih;j. Sellat jasmani dan robani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari
dokter yang berkornpeteq dan
k. Terdaftar sebagai pemilih.
Demikianlah persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRI)
Kabupater/Kota yang diatur dalam UU. 12 Tahun 2003. Dengan adanya
ketentuan ini diharapkan anggota DPRD yang terpilih mempunyai kualitas
yang baikdan mampu mempeduangkan spirasi masyamkat.
D. PeraturanDaerah
Pada Ketentuan Umum Pasal I angka l0 UU No.32 Tahun 2004
disebutkan bahwa Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah
pemturan daenh provinsi dan/alau peraturan daerah Kabupaten/Kota.
Sedangkan Rosjidi Ranggawidjaja'' berpendapat bahwa peratuEn daemh
adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk
melaksanakan penturan-pemturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh
karena itu materi Perda secara umum memuat : l) Hal-hal yang berkaitan
dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi
pemerintah daerah,2) Hal-hal yang berkaitan dengantugas dan pembantuan.
'' Rosjidi Ranesawidjaja, Pensantar tl"tu Pennt.tans-U lansdn kdo"esiu, Mandar Mafu,
Bandung. l998,hal.15.
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Jadi Perda merupaka[ produk hukum dari Peme ntah Daerah dalam
rargka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan
kewenangan untuk mengatur dan menguus rumah tangga sendiri sekaligusjuga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah propinsi/
kabupaten&ota dan tugas pembantuan sebagai daerah otonom. Ketentuan ini
sesuai dengan UUNo.32 Tahun 2004 Pasal l36ayat (2) yang berbunyi : "Perda
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi4(abupater/
kota dantugas pembantuan".'o
Menurut Bagir Manan, pada UU No.22 Tahun 1999 ada mengatur
beberapa prinsip mengenai Peraturan Daerah.yaitu : I ) Perdadiletapkanoleh
Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD,2) Perda dibentuk dalam
penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 3) Perda tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, 4) Perda dapat memuat ketentuan
beban biaya pakaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama
enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah, 5) Keputusan
Kepala Daerah ditetapkan untukmelaksanakan Perda,6) Perda dan Keputusan
Kepala Daerah yang bersifat mengatur dimuat dalam Lembaran Daerah. Dan
7) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik
pelanggaran Perda.
E. Asas-asas Peraturan Daerah
Mengenai asas-asas pembentukan Perda dapat ditemukan dalam UU
No.32 Tahun 2004 Pasal 137, yang berbunyi : Perda dibentuk berdasarkan
pada asas pembentukan peratuan perundang-undangan yang meliputi: '"1)
UUNo.32Tahun2004 Pasal 136 ayat(2)
Bagn Manan, Meryongsona Fajar Otonomi Daerch, Pusat Studi Hukrm. Fak Hukum UIl,
Yoeyakarta, 2002, hal. I 3 6.
UU No.32 Tahun 2004 Pasal 13 7.
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kejelasan triuan; 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3)
kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5)
kedaycgunaan dan kehasilgunaan;dan 6) kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
F. l\lateri Muatan Peraturan Daerah
Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Pasal 138. bahwa materi muatan
Perda harus mengandulg asas, yaitu : '" l) pengayonan;2) kcmanusiaan;3)
kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kenusantaraan; 6) bhineka tunggal eka; 7)
keadilan; 8) kcsamaan kedudukarr dalam hukum dan pemerintahan;9)
ketertiban dan kepastian hukum; dan l0) kescimbangan, keserasian dan
keselamsan-
Pada UU No.l0 Tahun 2004 ieDtang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Pasal 12 ditcgaskan birhwa matcri muatan Peraturan
Daerah adalah seluruh matcri muatan dalam rangka penyelcnggaman otonomi
daerah dafl tugas pembantuan, dan menampulg kondisi kiusus daerah serta
penjabaran lcbih lanjut peraturan perundang-undangan y g lebih tinggi.
G. Kedudukan Perrturan Daerah dalam Tata urutan Peraturan
Peruddang-Undangan
Pada UU No.10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari
segala sumber huL-um negara. UUD 1945 mempakan hukum dasar dalam
perafu ran perundang-undangan.
Pada Pasal 7 UU No.l0 Tahun 2004 ditegaskan bahwa hirarki
peratumn perundang-undangan adalah sebagai berikut:
l) IruD Negara zu Tahun 1945;
2) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undalg;
3) PeraturanPemerintah;
4) PeraturanPresiden;
'' UU No.32Tahun 2004tentan! Pemcrintahan Daerah Pasal lS
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c. Perdes Peraruran yang seringkat.
-, . 
yun...9' pembuatannya. sudah semcstinya perda ini, bark perda
ungKal provlnst rnaupun perda tlngkal KabupatetuKota. d pat dil ihar seleraoengan Undang-Undang dalam arll semala_mata merupakan produk hukum
remDaga tegrslatrt. Namun. dari segi isinya. sudah seharusnya kedudukan
P:Tturan yang-mengarur materi dalam ruang lingkr-rp daerah-berlaku vane
'tt,n 
.t.-0" dranggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah iiki
lJ;il,X,ff-"" 
dengan peraruran dengan ruang lingkup witayah berlaku yang
_ -Dengan demikian Undang_Undang lebih tinggi kedudukannya dariPerda Provinsi, dan perda Kabupaten/KotaiK.""" ; t":'r";;;;;;;;;i;r#;peraturan perundang-undangan. peraturan yang Iebih rendah iru ridak bolehoenentan€an dengan peraturan yang lebih tinggi deraj atnya.
. 
M"'1ury, Jimly Asshiddiqie.," seUagii koniek-uensi dari peneuasanpnnsrp.pemrsahan kekursaan eksekutif. legislatif. dan yrdikatifdalim niskahperlDahan peftama UUD 1945. maka produk DpRD ini daDal saraoenenrangan dengan produk pemerintah pusal. Mrsalnya. pabila sruiu rn",. 'r iPerda ringkar Provinsi ataupun perda rrngkar Kabu;aren/Kota uu"n ;;i;;
::rerapKan secara sah remyala berlenlangan rsinya dengan matefi pe;aturanlwenren ot llngkat pusat. makapengadilan haruslah menenfukan bahwa perdartulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.
. 
Bagir Manan mengingatkan, bahwj perda yang dibuat oleh satuan
!:I. l l l i l l , f l"Clnandiri (oronom). dengan lingkungan wewenang mandrrifttfr ffi ff fit B:t5#{:H: ['li*,:::ilH P;tJf;tr#lT:it ffi ::
i Jimly Asshiddiqi€, rp.C/t ha1.279.
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juga pada "lingkungan wewenangnya". Perda yang bertentangan delgan
p€raturan penmdatrg-udangar tingkat lebib tinggi (kecuali UUD) belum
tcntu salah, kalau temyata peraturan perundalg-undangan tingkat tinggi
mchoggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU pemerintah
daerah."
Pada UU No.22 Tahun 1999 ayat (2) menegaskan : "Daerah Propinsi,
Daerah lGbupaten/Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai
hubungan hierarki satu sama lain". Maksudnya adalah, dacrah provinsi tidak
membawahkan daerah Kabupaten/kota. Tetapi dalam praktek
penyelenggarnn pemerintah terdapat hubungan koordinasi, kerja sama,
dar/atau kemitrdan dengan daerah Kabupaten/Kota dalam kedudukan masing-
masing sebagai daer:ah otonom. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai
wilayrh administratif, gubemur selaku wakil pemerintah melakukan
hubungan pembinaan darl pengawasan terhadap daerah kabupaten dan daerah
kota.
H. Fungri P€raturrn Drerah
Maria Farida" dalam bukunya llmu Perundang-IJndangan,
menyatakan: Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang benifat atribusi
yang b€rdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 terutama Pasal 39, danjuga merupakan fungsi delegasian dan Keputusan Presiden. Fungsi P€raturan
Daerah ini dirumuskan secara negatif oleh Pasal 39 Undang-Undang No.5
Tahun I 974 sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bedeltangan dengan
kepentinganumum;
b, Menyelenggarakan pengatunrn hal-hal yang tidak bertentargaD dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini
" Bagnruan,I, Teondan PolitikKonstitrlti,Cc..ll, UIIPerss,Yogyalana,2004,hal.l42.
" Ms.is Farida Irdrrti Socpr.pto, Ilmu Perundang-Undangan (Dosar-Dasar dan
Penb.n^*aMta),I<aitsius, Yogyrtirta, Cct. I I , Tahrm 2006, hal. l2 I .
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adalah tidak bertentangan dengan pcmlumn perundang-undangan di
TingkatPusat.
c- Menyelenggarakan pengatumn hal-hal yang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perda yang lebih tinggi. Ketenruan ini merupakan syamt bagi
pembentukan Peraturan Daerah Tingkat ll-
d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belun diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini suatu Peraturan
Daerah Tingkat I itu boleh mengatur masalah-masalah yang belum diatur
oleh peraturan-peraturan di Tingkat Pusat saja, tetapi bagi Peraturan
Daerah Tingkat Il hal-hal yang boleh diatur bukan saja masalah-masalah
yangbelum diatur oleh peraturan diTingkat Pusat, tetapijuga hal-hal yang
belum diatur oleh Peraturan Daerah Tingkat I dan Keputusan Gubemur
Kepala Daerah Tingkat L
e. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan
Daerah yang lebih tinggi. Ketentuan ini diperuntukkan bagi Penturan
Daerah Tingkat II.
f Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga
daerah bawahannya. Ketentuan ini diperuntukkan bagi Peraturan Daerah
Tingkat I. Dalam hal ini Peraturan Daerah Tingkat I tidak mcngatur
masalah-masalah yang sebenamya merupakan kewenangan Daerah
Tingkat II.
Sedangkan fungsi Keputusan Kepala Daerah adalah untuk
menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peratwan Daerah
yang bersangkutan atau tugas pemerintahan. Dan fimgsi Keputusan Kepala
Daerah ini merupakan fungsi delegasian dari Peraturan Daerahnya, tau dari
suatu Keputusan Presiden dan berdasarkan pada pasal 45 Undang-Undang
No.5 Tahun 1974.
I. Kemandegan Hak InisiatifDPRD Kota Palangka Raya
Ada beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga DPRD Kota
Palangka Raya sampai saat ini belum dapat melaksanakan hak inisiatiftrya,
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kendala tersebut ada yang berupa intcmal dan adajuga kendala ekstemal.
l. Kendalalnternal
a. Pemahaman Anggota DPRD tentang Legal Drafting
Kesulitan yang paling mendasar untuk merealisasik^n hak inisiatif
bagi DPRD Kota Palangka Raya adalah masilr endahnya pemahaman mereka
terhadap Legal Drafting, fbktorpenyebabnya adalah :
l) Lemahnya seleksi calon anggota DPRD. Pada umumnya partai politik
yang ada di Palangka Raya tidak nenentukan persyamtan yang ketat,
untuk calon nomor urut I dan 2 seringkali dibe.ikan kepada yang lama
menjadi pengurus partai dan atau mampu membiayai kampanyc partai
yang bersangkutan. Sedangkan untuk calon anggota rtomor urut 3 dan
seterusDya pada umumnya orang tidak tertarik, sehilgga pimpinan partai
senngkali mencari dan mengajak orang lain agar mau menjadi caleg partai
tersebut.
Kurangnyapengetahuan anggota DPRD atas tugas yang diembannya.
Bobot moral yang longgar, malas dan kumng intcgritas.
Tidak ada usaha untuk bersiap-siap atau dipersiapkan untuk mengemban
tugas sebagai anggota DPRD. Persiapan disini maksudnya adalah
menyangkut pemahaman tentMg apa yang menjaditugas DPRD dan atau




b. Tingkrt dan latar belakang pendidikan
Tingkat dan latar belakang pendidikan dapat berpengaruh terhadap
kinerja seseorang, demikian juga dengan anggota DPRD Kota palangka Raya.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya Periode 2004 - 2009, masih ada yang
berpendidikan SLTAjumlahnya 07 (tujuh) orang atau (28 %). Walaupun yang
berpendidikan SLIA inijurirlahnya tidak terlalu banyak dan dibenarkan oleh
undang-undang, akan tetapi dapat mempengaruhi DpRD dalam
nrengimplementasikan h kinisiatifnya.
Jurnol \'udt Atnau J.n Mot\a,aktt. yotunp 4. yon t Juh )00'
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Latar belakang pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja
DPRD dalam hak inisiatif, temyata anggota DPRD Kota palangka Raya yang
berpendidikan Sarjana Hukum hanya 3 (tiga) orang atau (12 %) sedangkan
yang berpendidikan Non Hukum ada 22 (dua puluh dua) orang atau (88 %).
Dengan banyaknya nggotaDPRD yang berpendidikan Non Hukurn inisudah
barang  ten tu  dapa t  mempengaruh i  k ine r ja  mereka  da lam
mengimplementasikan hak inisiatif, sebab bagi yang berpendidikan hukr,rm
saja namun masih berpredikat Shata I (Sl) belum tentu paham dalam
membuat Rancangan Perafuran Daerah. apalagr bagi yang Sarjana Non
Hukum.
c. RangkapJabatao
Berdasarkan penelitian penulis pada DPRD Kota palangka Raya
temyata ada anggota DPRD yangpunyajabatan rangkap.Ilal initerjadi karcna
sebelum menjadi anggota DPRD mereka sudah memiliki pekerjaan yang
cukup baik sepeni Badan Hukum, misalnya Direktur atau Anggola CV, pi
Juga ada yang punya usaha, sehingga ketika menjadi anggota DpRD mereka
tidak mau melepasnya.
Akibat anggota DPRD Kota Palangka Raya mayoritas punya rangkapjabatan selain menjadi anggota DPRD, sehingga mereka di.sibukkan lugidengan pekerjaan luar tersebut, akhimya pekerjaan menjadi anggota DiRb
hanyapekedaan sampingan sedangkan pekerjaan pokok adalah pckerjaan di
luarselain sebagai anggota DPRD.
Walaupun dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 54 ada diatur laransan
merangkapjabatan bagi anggota DPRD. akan relapi larangan rangkapjabaian
ini masih saja terjadi. Adapun penyebab terjadinya rangkapjabatin iniadalah
angeota DPRD setelah habis masa jabatannya tidak mendapatkan uang
pensiun, sehingga pada saat mereka menjadi anggota DpRD bagi yang yang
sudah punya usaha berusaha untuk memperluas usahanya, bagiying-Uituri
punya usaha berusaha me[ciptakan usaha sebagai bekal hidup pasca;enjadi
anggotaDPRD.
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2. Kendala eksternal
a. Banyaknya Raperda yang diajukan oleh Eksekutif.
Banyaknya Rancangan Pcraturan Dacrah yang diajukan oleh pihak
eksekutif, akibatnya DPRD Kota PalMgka Rayahanya disibul<kan membahas
Perda yang diajukan oleh eksckutif tersebut, sehingga tidak termotivasi lagi
untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah
Pada tahun 2004 sebagainana t bel 8 di atas, ado 35 (tjga puluh lima)
buah Rancangan Peraturan Dacmh yang diajukan oleh pihak eksekutif,
setelah diadakan pemblhasan antara DPRD Kota Palangka Raya dengan
eksekutif, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah itu dapat diterima oleh
DPRD Kota PalangkaRaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dacrch-
Pada tahun 2005 sebagaimana t bel 9 di atas, ada l0 (sepuluh)
Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan olch eksekutif, dalam
pembahasan oleh DPRD Kota Palangka Raya bersama eksekutif, akhimya
semuanya juga dapat diterima dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pada tahun 2006 sebagaimana t bel l0 di atas, ada 17 (tujuh belas)
buah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh eksekutif kepada
DPRD Kota Palangka Raya, dalam pembahasan oleh DPRD Kota Palangka
Raya bersama eksekutif al1limya dapar diterima dan ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah untuk selanjutnya dimuat dalam Lembaran Daerah (LD)
Kota PalangkaRaya.
Sebagaimana dikemukakan di atas banyaknya Rancangan Peraturan
Daerah yang diajukan Eksel-utifkepada DPRD Kota PalangkaRaya, sehingga
anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak termotivasi lagi men],usun
Rancangan Perahuan Dae6h dan mereka hanya menunggu Rancangan
Peraturan Daerah yangdiajukan olelr eksekutif.
b. Eksekutif mempuryai aparat yang lengkap sedangkan DPRD tidak
mempunyai aparat yanglengkap
Kemudahan eksekutif dalam menlrusun Rancangan Pemturan Daerah
adalah mercka mempunyai aparat yang lcngkap sedangkan DPRD tidak
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mempunyai aparat selengkap eksekutif. Misalnya untuk men)rusun Reperda
Pendidikan maka Walikota dapat tnemerintah kepada Dinas Pendidikan,
dimana Dinas Pendidikan ini mempunyai pegawai yang cukup banyak sampai
ke Kecamatansebab di Kecamatan adajuga KantorPendidikanNasional.
Berbeda dengan DPRD Kota Palangka Raya, untuk mengurus
pendidikan ini ditangani oleh Komisi IV yang jumlah anggotanya hanya 6
(enam) orang saja, disamping mengurus pendidikan Komisi IV juga
menangani masalah agama, pmmuka, generasi muda, olah raga, keluarga
berencana, kebersihan lingkungan, tenaga kerja, pariwisata. Jadi sangat wajar
kalau Komisi IV DPRD Kota Palangka Raya ini tidak dapat menlusun
Reperda tentang Pendidikar.
J. Penutup
Berdasarkan permasalahan i i maka perlu dicarikan pemecahamya,
dalam hal ini penulisberusaha mencarikansolusinya, itu sebagai berikut:
1. Perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan tentang Teori Perundang-
Undangan dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan kepada DPRD
Kota Palangka Raya, walaupun anggota DPRD Kota Palangka Raya
mayoritas saf,jana dan bahkan ada satu orang yang sudah Magister, akan
tetapi yang beryendidikan Sarjana Hukum hanya 3 (tiga) orang atau l2 %
saja, sedangkan sisanya terdiri da berbagai bidang disiplin itmu, seperti
ada yang sarjana ekonomi, sarjana kehutanaq sarjana pertanian, Sarjana
pendidikan, sarjana sospol, dan sarj ana agama.
Disamping itu juga perlu adanya seleksi yang ketat terhadap Calon
Legislatif agar yang tedaring benar-benar mempunyai pengetahuan
tentang pen)'usunan Rancangan Peraturan Daerah, punya pengetahuan
tentang kondisi daerah, bermoral yang baik dan punya itikad urtuk belajar
tentang tugas dan tungsi DPRD.
2. Anggota DPRD Kota Palangka Raya yarg mempunyai pekerjaan rangkap
selain menjadi anggota DPRD haruslah lebih fokus kepada tugas-tugas
sebagai anggota DPRD. Hal ini perlu disadari karena tugas sebagai
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anggota DPRD adalah amanat rakyat dan sebelum mcrnangku jabatan
mereka sudah mengucapkan sumpah- Sedangkan pekerjaan lain selain
sebagai anggota DPRD hanyalah bersifat pribadi, oleh sebab itu anggota
DPRD Kota Palangka Raya harus mementingkan kepentingan umum di
atas kepentingan pribadi sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Palangka
Raya Periodc 2004 -2009 Pasal36.
3. DPRD Kota Palangka Raya pcrlu meningkatkar kincrjanya sehingga dapat
merealisasikan hak inisiatif untuk memperjuangkan spimsi masyarakat
yang diembannya. DPRD Kota Palangka Raya jangan cuma menunggu
Rancangan Peratumn Daerah dari Eksckutif, karena Rancangan Perda
yang datang dari Eksekutif lcbih mcmperhatikan kepcntingan pemerintah.
Disamping itu kalau hanya menunggu Raperda dari Eksekutif, berarti
DPRD Kota Palangka Raya hanya menjadi "Tukang Stempel" dari
Eksekutii
Demikianlah hal-hal yang dapat penulis sampaikan agar anggota
DPRD Kota Palangka Raya benar-benar me[jalankan tugasnya sesuai dengan
fungsinya untuk memperjuangkan spirasi rakyat dan meletxkkan kepentingan
umumdi atasdari kepeotinganpribadi. Dengandemikiandapatmeningkatkan
kesejahteraan warga masyarakat Palangka Raya yang kini masih banyak hidup
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